
Perencanaan 

Pembangunan Daerah  

Kota Malang  

Tahun 2021 

PEMERINTAH KOTA MALANG 

Jl. Tugu No. 1 Kota Malang  

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 



PEMERINTAH KOTA MALANG 

Jl. Tugu No. 1 Kota Malang  

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 





Permendagri no. 86 Tahun 2017 

Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata 
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara 
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

PERENCANAAN 

PEMBANGUNAN 

bappedakotamalang bappeda kota malang bappeda.malangkota.go.id 



Pendekatan perencanaan pembangunan 

Permendagri no. 86 Tahun 2017  

Pasal 7 menyebutkan bahwa: 

 

Perencanaan pembangunan Daerah 

berorientasi pada proses: 

a. teknokratik; 

b. partisipasif; 

c. politis; dan 

d. atas-bawah dan bawah-atas 
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POLITIS TEKNOKRATIK 

PARTISIPASIF ATAS-BAWAH DAN BAWAH-ATAS 

0,38 

0,37 

0,38 

0,41 

0,42 

0,34

0,35

0,36

0,37

0,38

0,39

0,4

0,41

0,42

0,43

2013 2014 2015 2016 2017

INDEKS  

PROGRAM NASIONAL 

PROGRAM PROVINSI 

PROGRAM KOTA 

PROGRAM KECAMATAN 

PROGRAM KELURAHAN 



Pendekatan perencanaan pembangunan 

Permendagri no. 86 Tahun 2017  

Pasal 9 menyebutkan bahwa: 

 

Perencanaan pembangunan 

Daerah berorientasi pada subtansi: 

a. holistik-tematik; 

b. integratif; dan 

c. spasial. 
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PERENCANAAN DILAKUKAN SEBELUM TAHUN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN 

Permendagri no. 86 Tahun 2017  

Pasal 16 ayat (1) 

  PERSIAPAN PENYUSUNAN 

  PENYUSUNAN RANWAL 

  PENYUSUNAN RANCANGAN 

  PELAKSANAAN MUSRENBANG 

  PERUMUSAN RANKIR 

  PENETAPAN 
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Mekanisme Perencanaan 
Pembangunan Daerah 



Musyawarah Perencanaan 
Pembangunan (Musrenbang) adalah 
forum antar pemangku kepentingan 
dalam rangka menyusun rencana 
pembangunan Daerah 









SASARAN PEMBANGUNAN 
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN 

Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 
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Strategi 3: 

Infrastruktur Perekonomian dan Sarana Prasaran Sosial 

Strategi 4: 

Pemantaban Industri Kreatif Masyarakat 

Strategi 5: 

Kemandirian Sosial Ekonomi 

Tahun 2019 Tahun 2020 

 

Strategi 1: 

Suprastruktur Kelembagaan 

Strategi 2: 
o Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Layanan Dasar Lainnya 
o Menjaga daya beli dan perlindungan sosial 
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TEMA RKPD KOTA MALANG TAHUN 2021 
Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Dasar, Infrastruktur, 
Perlindungan Sosial dan Industri Kreatif Masyarakat Guna 
Mendukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi 
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Prioritas RKPD 2021 SESUAI ARAH KEBIJAKAN 
(LIHAT KAMUS USULAN) 

 



Review  
Hasil Musrenbang 2019 yang diakomodir pada  

APBD 2020 
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Dalam menyusun perencanaan  
pembangunan tahunan daerah Pemerintah  
Daerah mendorong Partisipasi Masyarakat 

Hasil Partisipasi Masyarakat menjadi  
bahan masukan dalam penyusunan  

rencana pembangunan daerah 

MUSRENBANG 
tahun n-1   

Penetapan APBD tahun n 

USULAN  
MUSRENBANG  

YANG DIAKOMODIR 

PUBLIKASI 

RKPD 

RAPBD 

Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan 
Pembangunan dan Pengawasan 



KELURAHAN KECAMATAN TINGKAT KOTA 

FISIK/KONSTRUKSI 

NON FISIK/ NON  
KONSTRUKSI 

KELURAHAN  

PERANGKAT DAERAH 

PELAKSANA : 

APBD (DPA) 
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PERATURAN WALIKOTA  NOMOR 6 
TAHUN 2018 
(saat ini pembahasan ranperwal pengganti) 

DANA PEMBANGUNAN  
LINGKUNGAN DAN  

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
KELURAHAN 

PERATURAN TERKAIT PENGANGGARAN,  
PERUNTUKAN (PROGRAM DAN  
KEGIATAN), PELAKSANAAN KEGIATAN  
DAN PERAN SERTA MASYARAKAT 

1. Program Pemerintahan Umum 
2. Program Pemberdayaan Masyarakat 
3. Program Peningkatan Prasarana dan  Sarana Publik 

Pelaksanaan program diatas terutama Kegiatan Peningkatan  
Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan diperuntukkan  bagi 

pembiayaan kegiatan yang tercantum dalam dokumen  
Musrenbangkel yang belum dipenuhi melalui anggaran  belanja 

Perangkat Daerah lain 

ATURAN TERKAIT PENGGUNAAN DANA  PEMBANGUNAN LINGKUNGAN  

DAN  PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN 



Jumlah usulan kegiatan Musrenbang sebanyak 5458 kegiatan dengan usulan pagu anggaran sebesar 

Rp. 316.196.068.614 Yang diakomodir oleh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Malang 

adalah sebesar 23% yaitu 1.252 Kegiatan dengan Pagu anggaran sebesar Rp. 172.845.886.044 dengan 

rincian sebagai berikut : 

Kegiatan Fisik : 
a. Jumlah Kegiatan : 888 kegiatan 
b. Pagu Anggaran : Rp. 103.206.467.694 
 

bappedakotamalang bappeda kota malang bappeda.malangkota.go.id 

Kegiatan Non Fisik : 
a. Jumlah Kegiatan : 364 kegiatan 
b. Pagu Anggaran : Rp. 69.639.418.350 



Jumlah usulan kegiatan Musrenbang yang diakomodir pada tahun 2020 mengalami secara jumlah kegiatan 

dibandingkan tahun 2019 turun. Akan tetapi dari pagu anggaran yang dilaksanakan untuk mengakomodir 

usulan meningkat.  

2019 

2020 

Usulan kegiatan yang diakomodir : 
1431 kegiatan (24%) dengan Pagu  
Rp. 106.597.686.360  

Usulan kegiatan yang diakomodir : 
1252 kegiatan (23%) dengan Pagu  

Rp. 172.845.886.044  
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KOMPOSISI ANGGARAN UNTUK USULAN MUSRENBANG YANG DIAKOMODIR 
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Usulan yang diakomodir PERANGKAT DAERAH 

Fisik/Konstruksi : 
Jumlah Usulan Kegiatan : 127 Kegiatan 
Pagu Anggaran : Rp. 77.755.359.206 
 
Non Fisik/Non Konstruksi : 
 Jumlah Usulan Kegiatan : 118 Kegiatan 
Pagu Anggaran : Rp. 62.721.918.950  

Total Usulan yang diakomodir : 
Jumlah Kegiatan : 245 Kegiatan 
Anggaran : Rp. 140.477.278.156  

55% 

45% 

KOMPOSISI USULAN YANG DIAKOMODIR 

FISIK NON FISIK

77,8 M 

63 M 





Usulan yang diakomodir KELURAHAN 

Fisik/Konstruksi : 
Jumlah Usulan Kegiatan : 761 Kegiatan 
Pagu Anggaran : Rp. 25.451.108.488  
 
Non Fisik/Non Konstruksi : 
 Jumlah Usulan Kegiatan : 248 Kegiatan 
Pagu Anggaran : Rp. 6.917.499.400  

Total Usulan  yang diakomodir : 
Jumlah Kegiatan : 1007 Kegiatan 
Anggaran : Rp. 32.368.607.888  79% 

21% 

KOMPOSISI USULAN YANG DIAKOMODIR 

FISIK NON FISIK

25,4 M 

6,9 M 



 7.565.038.950  

 3.086.696.100  

 8.018.843.338  

 6.322.748.500  

 7.375.281.000  

 -  2.000.000.000  4.000.000.000  6.000.000.000  8.000.000.000  10.000.000.000

Kecamatan Klojen

Kecamatan Blimbing

Kecamatan Kedungkandang

Kecamatan Lowokwaru

Kecamatan Sukun



PELAKSANAAN : 
Waktu pelaksanaan Musrenbang RKPD di tahun 2020 dalam rangka 
penyusunan RKPD Tahun 2021: 

• Di tingkat Kelurahan : 

• Pra  Musrenbang dilaksanakan pada bulan Januari 2020; 

• Musrenbang dilaksanakan pada bulan Januari 2020 dan setelah pelaksanaan Pra Musrenbang. 

• Di tingkat Kecamatan : 

• Pra Musrenbang dilaksanakan paling lambat tanggal 13 Pebruari 2020 dan setelah pelaksanaan 
Musrenbang di seluruh Kelurahan pada wilayah Kecamatan bersangkutan; 

• Musrenbang dilaksanakan paling lambat tanggal 14 Pebruari 2020 dan setelah pelaksanaan Pra 
Musrenbang. 

• Musrenbang di tingkat Kota : 

• Musrenbang tematik dilaksanakan pada bulan Januari 2020; 

• Pra Musrenbang dilaksanakan paling lambat pada bulan Maret 2020 dan setelah pelaksanaan 
Musrenbang di seluruh Kecamatan; 

• Musrenbang dilaksanakan paling lambat pada bulan Maret 2020, setelah pelaksanaan Pra 
Musrenbang dan kepastian waktunya mengacu pada hasil koordinasi dengan Bappeda Provinsi 
Jawa Timur. 

 

 



Aplikasi perencanaan : e-
musrenbang 
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